
l.Undang-Undang . 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (3) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tent.ang 
Pengelolaan Keuangan Desa dan untuk mewujudkan pengelolaan 
keuangan desa/kampung yang transparan dan akuntabel, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tent.ang Pengelolaan Kcuangan 
Kampung; 

b. bahwa untuk mclaksanakan kctentuan Pasal 52 ayat (6) 
Peraturan Mcntcri Dalam Ncgcri Nomor 20 Tahun 2018 tcnt.ang 
Pengclolaan Kcuangan Desa dan PasaJ 1 ayat (1) Peraturan 
Kcpala Lcmbaga Kcbijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemcrintah 
Nomor 13 Tahun 2013 tcntang Pcdoman Tata Cara Pcngadaan 
Barang/Jasa di Desa scrta untuk mcwujudkan pengclolaan 
kcuangan desa/kampung yang transparan dan akuntabel serta 
guna menunjang tertib administrasi pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapat.an dan 
Belanja Kampung dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan 
yang baik schingga hasil pcngadaan Barang/Jasa dapat 
bermanfaat untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan 
Kampung dan memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu adanya 
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Kampung; 

c. bahwa berdasarkan pcrtimbangan scbagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b, pcrlu menetapkan Pcraturan Bupati tcntang 
Sistcm dan Prosedur Pengclolaan Kcuangan Kampung di 
Lingkungan Pemerintah Kabupatcn Biak Numfor; 

BUPATI BIAK NUMFOR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BIAK NUMFOR 
PROVINS! PAPUA 

PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR 
NOMOR 8 TAHUN 2020 

TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR 

Menimbang 



8. Undang-Undang . 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Pcraturan Pcrundang-undangan (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Pcrcncanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438}; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan 
Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom 
di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2907); 

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang 
Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2001 ten tang Otonomi Khusus Bagi Propinsi 
Papua (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4884); 
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15.Peraturan Pemerintah . 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tcntang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4890); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambah.an Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 
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21.Peraturan Menteri . 

20. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan 
Barang/ Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan 
f'c;-;-,ta.;5unan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; 

19. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan 
Tertentu; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang 
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5864); 

18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5272); 
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34.Peraturan Menteri . 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Teknis Peraturan di Desa; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pembangunan Desa; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang 
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang 
Susunan Organisasi Pemerintahan Desa; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l Tahun 2016 tentang 
Pengelolaan Aset Desa; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang 
Kewenangan Desa; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang 
Laporan Kepala Desa; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang 
Administrasi Pemerintahan Desa; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Penataan Lembaga Kemasyara.katan; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 

5 



2. Pemerintah Daerah ..... 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

I. Daerah adalah Kabupaten Biak Numfor. 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR 
PENGEWLAAN KEUANGAN KAMPUNG DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 2 Tahun 2020 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2020 ( Lembaran 
Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 Nomor 2); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang 
Badan Permusyawaratan Desa; 

35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/ PMK 07 /2016 tentang 
Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, 
dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 478); 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 ten tang 
Penataan Desa; 

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang 
Standar Pelayanan Minimal Desa; 

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa; 

39. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020; 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018 
tentang Peruba.han Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembnetukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor ( Lembaran 
Daerah Kabupaten Biak NumforTahun 2018 Nomor 4); 
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13.Musyawarah Kampung . 

12. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat 
Bamuskam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan 
yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung 
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

9. Pemerintah Kampung adalah kepala Kampung dibantu perangkat 
Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung. 

10. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan 
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat 
Kampung. 

11. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan 
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan 
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, 
serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, 
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi 
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kampung. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor. 

3. Bupati adalah Bupati Biale Nurnfor. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor. 

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung yang selanjutnya disingkat 
DPMK adalah Dinas yang mengkoordinir Pengelolaan Keuangan 
Pemerintahan Kampung di Kabupaten Biak Numfor. 

6. Desa, selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hale asal usul dan/atau hale 
tradisional yang diakui dan dihonnati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7. Kewenangan Kampung adalah Kewenangan yang dirniliki kampung 
meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan 
kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan 
kemasyarakatan kampung berdasarkan prakarsa masyarakat, hale asal 
usul, dan adat istiadat kampung. 

8. Pemerintahan Karnpung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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23.Kampung Mandiri . 

13. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Bamuskam, 
Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh 
Bamuskam untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 

14. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh 
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah 
Kampung dalam memberdayakan masyarakat. 

15. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang 
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan 
barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban 
Kampung. 

16. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 
pertanggungjawaban keuangan kampung. 

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya 
disingkat RPJMK adalah dokumen perencanaan Kampung untuk jangka 
waktu 6 (enam) tahun. 

18. Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disingkat RKPK 
adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 

19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat 
APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung. 

20. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung 
yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyclenggaraan 
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

21. Prioritas Penggunaan Dana Kampung adalah pilihan kegiatan yang 
didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk 
dibiayai dengan Dana Kampung. 

22. Tipologi Kampung adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi 
nyata yang khas kadaan terkiru di Kampung maupun keadaan yang 
berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi 
Kampung. 
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30.Lumbung Ekonomi . 

....... ~ ....... I..-.+ ....,+,..,. _;·1.;1--- _:1:L-- ··--- _.,;_ •• .._._, _ --- ----- --- r-·--- 1:--·- J --o -- ... ··· ··---·-· menjadi subyek yang 
secara mandiri. 

:=?~:;~".!!:'..!~'.''""":an penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia 
sebagai intisari pembangunan Kampung schingga masyarakat Kampung 

upaya suatu adalah Kampung Wira Komunitas 29. Jaring 

Perkampungan adalah upaya membentuk, memperkuat dan 
=?~~:r!1.!2.s 1.!S?.h2.-1.!S"'1a ekonomi yang difokuskan pada satu produk 
unggulan di wilayah Kampung atau di wilayah antar-Kampung yang 
dikelola melalui kerja sama a..11tor K<>m~~:; 

Un--··-- oo·-·-· Pre-'···· Kame .. __ 
t" ......... b 28. Prociuk Unggulan 

23. Kampung Mandiri adalah Kampung maju yang merniliki kemampuan 
melaksanakan pembangunan Kampung untuk sebesar-besarnya 
kesejahteraan masyarakat Kampung dengan ketahanan ekonomi, dan 
ketahanan ekologi secara berkelanjutan. 

24. Kampung Maju adalah Kampung yang memiliki potensi sumber daya 
sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk 
peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, 
dan menanggulangi kemiskinan. 

25. Kampung Berkembang adalah Kampung potensial menjadi Kampung 
Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi 
tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan 
kesejahteraan masyarakat Kampung, kualitas hidup manusia dan 
menanggulangi kemiskinan. 

26. Kampung Tertinggal adalah Kampung yang memiliki potensi sumber 
daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang 
mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan maeyarakat 
Kampung, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam 
berbagai bentuknya. 

27. Kampung Sangat Tertinggal adalah Kampung yang mengalami 
kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekcncrni, den 
konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber 
::!.:!j':! ccsial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam 
berbagai bentuknya. 
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40.Penerimaan Kampung . 

34. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung adalah kepala 
kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kampung. 

35. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat 
PPKK adalah unsur perangkat kampung yang membantu kepala 
kampung untuk melaksanakan pengelolaan keuangan kampung. 

36. Sekretaris Kampung adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan 
pengelolaan keuangan kampung. 

37. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan 
bidangnya. 

38. Bendahara adalah unsur staf sekretariat kampung yang membidangi 
urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan 
kampung. 

39. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang 
pemerintahan kampung yang menampung seluruh penerimaan 
kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 
kampung pada bank yang ditetapkan. 

32. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana 
Kampung yang berasal dari APBD Kabupaten Biak Numfor yang 
merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah 
yang diterima oleh Kabupaten Biak Numfor untuk kampung paling 
sedikit 10% (sepuluh perseratus); 

33. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi Papua, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Biak Numfor. 

30. Lumbung Ekonomi Kampung adalah upaya mengoptimalkan 
sumberdaya Kampung secara mandiri dalam rangka mewujudkan 
kesejahteraan Kampung. 

31. Lingkar Budaya Kampung adalah proses pembangunan Kampung 
sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong-royong yang 
berdasarkan pada semangat kebersa.maan, persaudaraan dan 
kesadaran melakukan perubahan dengan berdasarkan pada nilai, 
nonna dan semangat Pancasila. 
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50.Badan Usaha . 

Kasi, adalah perangkat 
pelaksana telmis yang 

disebut 
sebagai 

Kepala Seksi, yang selanjutnya 
Kampung yang berkedudukan 
menjalankan tugas PPKK. 

49. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang 
Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan 
Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 
Kampung dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan. 

48. 

47. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat 
Kampung yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kampung 
yang menjalankan tugas PPKK. 

jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan 
pengelolaan keuangan Kampung. 

45. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung, yang selanjutnya disingkat 
PPKK, adalah perangkat Kampung yang melaksanakan pengelolaan 
keuangan Kampung berdasarkan keputusan kepala Kampung yang 
menguasakan sebagian kekuasaan PKPKK. 

46. Sekretaris Kampung adalah perangkat Kampung yang berkedudukan 
sebagai unsur pimpinan sekretariat Kampung yang menjalankan tugas 
sebagai koordinator PPKK. 

Keuangan Kampung, yang 
kepala Kampung yang karena 

44. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan 
selanjutnya disingkat PKPKK, adalah 

40. Penerimaan Kampung adalah uang yang berasal dari seluruh 
pendapatan kampung yang masuk ke APBK melalui rekening kas 
Kampung. 

41. Pengeluaran Kampung adalah uang yang dikeluarkan dari 
APBK melalui rekening kas Kampung. 

42. Belanja Kampung adalah semua pengeluaran yang merupakan 
kewajiban Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan 
diterima kembali oleh Kampung. 

43. Pembiayaan Kampung adalah semua penerimaan yang perlu dibayar 
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran 
berikutnya. 
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59.Rencana Anggaran . 

50. Sadan Usaha Milik Kampung, selanjutnya disingkat BUMK, adalah 
badan usaha yang seluruh atau scbagian besar modalnya dimiliki oleh 
Kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari 
kekayaan Kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa 
pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besamya kesejahteraan 
masyarakat Kampung. 

51. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan 
yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 
satu tahun anggaran. 

52. Surplus Anggaran Kampung adalah selisih lebih antara pendapatan 
Kampung dengan belanja Kampung. 

53. Defisit Anggaran Kampung adalah selisih kurang antara pendapatan 
Kampung dengan belanja Kampung. 

54. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA 
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran 
selama satu periode anggaran. 

55. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA 
adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang 
disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan 
dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBK. 

56. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat 
DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, 
anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan 
yang akan diJaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan 
dalam Perubahan APBK dan/atau Perubahan Penjabaran APBK. 

57. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat 
OPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana 
penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari 
SiLPA tahun anggaran sebelumnya. 

58. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan 
pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa 
oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swa.kelola dan/atau 
penyedia barang/ jasa. 
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Pasal 4 . 

Rincian Pedoman Pcdoman Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Kampung sebagaimana dimaksud pada PasaJ 2 hwu.f a tercantum 

dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan ~:l..".: Pc~:::.-:...-: !?-:.:;::.~ 
ini. 

b. Petunjuk Pengisian Penganggaran pada Kodc Rckcning Pendapatan, 
Bclanja, dan Pembiayaan dilcngkapi pcnjelasan scrta contoh Dokumen 
Pertanggungjawaban Keuangan Kampung; dan 

c. Petunjuk Teknis Pcnatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Kampung. 

Pasal 3 

Ruang lingkup sistem dan proscdur pcngclolaan keuangan Kampung 
sebagaimana dimaksud dalam Pcraturan Bupati ini meliputi: 

a. Pcdoman Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Kampung; 

Pasal 2 

BAB II 

RUANO LINGKUP 

59. Rcncana Anggaran Kas Kampung yang selanjutnya disebut RAK 
Kampung adalah dolrumcn yang mcmuat arus leas masuk dan arus kas 
keluar yang digunakan mcngatur penarikan dana dari rekening kas 
untuk mcndanai pengeluaran-pengeluaran bcrdasarkan DPA yang tclah 
disahkan oleh kcpala Kampung. 

60. Surat Pennintaan Pcmbayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 
dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pcngadaan barang dan 
jasa. 

61. Aparat Pengawas Internal Pcmcrintah yang sclanjutnya disingkat APIP 
adalah inspektorat jcndcral kcmcntcrian, unit pcngawasan lcmbaga 
pcmcrintah nonkcmcntcrian, inspcktorat daerah provinsi, dan 
inspcktorat dacrah kabupatcn/kota. 

62. Peraturan Kampung adalah pcraturan perundang-undangan yang 
ditctapkan olch kcpala kampung sctclah dibahas dan discpakati 
bcrsama Bamuskam. 
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PasaJ 8 . 

Hal-ha! yang belum datur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai 
tcknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjuL 

PasaJ 7 

BAB ill 

KETENTUAN PENUTUP 

(2) Pemerintahan Kampung dalam melaksanakan pengelolaan keuangan 
kampung dan pengadaan barang/jasa kampung wajib mentaati dan 
menjalankan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

(1) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kampung sebagaimana 
dimaksud dalam PasaJ 2 Peraturan ini beserta Lampirannya menjadi 
pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pengadaan 
barang/jasa bagi setiap Pemerintahan Kampung di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Biak Numfor. 

PasaJ 6 

Rincian Petunjuk Teknis Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Kampung sebagaimana dimaksud pada PasaJ 2 
huruf c tercantum dalam Lampiran m sebagai bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

PasaJ 5 

Rincian Petunjuk Pengisian Penganggaran pada Kode Rekening Pendapatan, 
Belanja, dan Pembiayaan dilengkapi penjelasan serta contoh Dokumen 
Pertanggungjawaban Keuangan Kampung sebagaimana dimaksud pada 
PasaJ 2 huruf b tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

PasaJ 4 
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Pasal 8 
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